
BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR A& TATIUN 2OL2

TENTANG
PEMBEITTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK IY2T ?2AI

DENGAN RATIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MOJOI{ERTO,

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan
yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu
mendapatkan penanganan dalam bentuk pemberian
informasi, perlindungan dan pelayanan yang memadai
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2O02 tentang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga;

b. bahwa untuk pelaksanaan penanganan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diperlukan lembaga dan personil
yang khusus dibentuk dan ditugaskan untuk memberikan
pen€rnganan dalam bentuk pemberian informasi,
perlindungan dan pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2T P2Al diatur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27301;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun t999 Nomor 165 Tambahan Lembara.n Negara
Republik Indonesia Nomor 3886;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 7O9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2351;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a4rel;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L21,-Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48441;

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor affiS);

8. Undang-Undang Nomor 2I Tahun 2OOT tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a72O);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO8 tentang
Pornografi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 49281;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OA9 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor t2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a9671;

1 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan hrblik (Lembar€rn Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor I12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OOg tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembar€rn Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 161, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 508O);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6Ofl;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi
dan latau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
22, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a818);

20. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2OlI tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2OL1-
2014;

21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2OO2 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan
dan Anak;

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor O 1 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLA
Nomor 56);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perenca.naan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2OIt (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2OL 1 Nomor L2 l;

24. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2OO8
tentang T\.rgas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan
Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAII BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
PELAYANAIT TERPN)U PEMBERDAYAAN PEREI}IPUAN
DAN ANAK ( P2T P2A l.

BAB I
I( TENTUAN T'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
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2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang

selanjutnya disingkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto.

4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang
selanjutnya disingkat P2T P2A adalah lembaga yang menyelenggarakan
fungsi pelayanan terpadu bagr perempuan dan anak korban kekerasan,
yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring melalui
penanganan pengaduan, pelayanan kesehatanlmedis/medikolegal,
psikososial, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum,
pemulangan dan reintegrasi sosial.

5. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu
mempunyai vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan
atau penderitaan baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari
kekerasan.

8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau
tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan
kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial
dan psikis yang menimbulkan bahaya bagr nyawa, badan atau
menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan
perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat
kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau
psikoloBis, termasuk anca.m€rn tindakan tertentu, peffiaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terl'adi di
ranah publik atau dalam kehidupan prbadi.

10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental,
seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang
mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

1 1. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandung&o,
pingsan dan atau menyebabkan kematian.

12. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseor€rng.

13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan
seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan tidak wajar atau
tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan
tertentu.

14. Penelantaran adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual
maupun sosial.

15. Kekerasan lainnya adalah setiap perbuatan secara melawan hukum
berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik
dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut
atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

16. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban
ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah
tedadinya kekerasan terhadap korban.

17. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan



adanya tindak kekeras€rn terhadap perempuan dan anak yang diajukan
korban, keluarga atau masyarakat.

18. Pelay€rnan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif.

19. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan
dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

20. Barttuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping
hukum dan advokat untuk melakukan prose$ pendampingan saksi
danlatau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif
gender.

21. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban
kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah
penerima ke daerah asal.

22. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatu€rn kembali korban dengan pihak
keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

23. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai
keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling,
terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban
kekerasa.n.

24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan
anaknya.

25. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial
dan atau organisasi kemasyarakatan.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB II
PTMBENTUI{A!T

Pasal 2

(1) Membentuk Rrsat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2T P2A).

(21P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
pelayanan terpadu sebagai upaya pemulihan, perlindungan dan
pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yang
dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring dan koordinatif .

MAxsuff;"liL,"u*,
Pasal 3

Maksud pembentukan P2T P2A untuk memudahkan dalam
penyelenggaraan pelayanan terpadu bagr perempuan dan anak korban
kekerasan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 4

T\rjuan pembentukan P2TP2A untuk :
a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan terpadu

bagi perempuan dan anak korban kekeras€rn ;
b. membantu Tim pengelola/petugas pelaksana/pendamping bagr

perempuan dan anak korban kekerasan, di semua tingkatan;
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(1 )

c. menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat untuk pencegahan
tedadinya tindak kekerasan terhadap perempr"rt dan anak;

d. memberikan upaya pemulihan, perlind.rttg"tr, pemberdayaan terhadap
perempuan dan anak korban kekerasan;

BAB TV
KEDUDUI(AN

Pasal 5

P2TP2A berkedudukan di Kabupaten yang datam melaksanakan tugasnya
dibawah koordinasi BPPKB.

BAB V
SUSUNAII ORGNTISASI

Pasal 6

Susunan organisasi P2TP2A terdiri :
a. Pelindung;
b. Pembina;
c. Penanggungiawab;
d. Ketua;
e. Wakil Ketua;
f. Sekretaris;
g. Bendahara;
h. Bidang-bidang meliputi :

1. Advokasi, Informasi dan Komunikasi;
2. Pendampingan dan Layanan;
3. Pemberdayaan Korban;
4. Monitoring dan Evaluasi;

i. Koordinator Teknis
Bagan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
TUGAS

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas :
a' Memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menJrusun arah,

prioritas, serta kerangka kebijakan di bidang layanan terpadu
pemberdayaan perempu€rn dan perlindung€rn anak;

b. Melakukan koordinasi di bidang layanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan perlindunga"n anak korban kekerasan dlngan 

""ir"r,kerja perangkat daerah terkait serta jajaranny?, lembagi swadaya
masyarakat dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan
perempuan dan anak;

(21

c. Merumuskan dan men5rusun pokok-pokok
Rrsat Pelayanan Terpadu korban kekerasan
anak;

kebijaksanaan pengelolaan
terhadap perempuan dan

d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengaduan, medis (termasuk
medikolegal), psikologis, rehabiltasi sosial, bantuan hukum, pemulangan
dan reintegrasi;



e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagt perempuan dan
anak korban kekerasan;

f. Melakukan pem€rntauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta
pertanggungiawaban penyelenggaraan sebagai urusan wajib dalam
pemberdayaan perempuan dan perlindung€rn anak;

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai
tugas :
a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi

P2TP2A;
b. Membina, mengawasi dan mengendalikan petugas pelaksanal

pendamping korban dalam melaksanakan tugasnya;

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e,
mempunyai tugas :
a. Memimpin P2TP2A dalam hal ketua berhalangan dan

membantu/ mewakili ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan P2TP2A;
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua;

Pasal 1O

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f,
mempunyai tugas :
a. Menerima pelayanan pengaduan, mengkoordinasikan dalam

pemberian pelayanan medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi
sosial, dan kemandirian kepada korban;

b. Mengkoordinasikan dalam menyiapkan pelayanan administrasi
rujukan/keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan
anak korban kekerasan;

c. Membantu dalam penyediaan data dan informasi penangan€rn tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekretaris bertanggungiawab kepada Ketua.

Pasal 11

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g,
mempunyai tugas :
a. Menerima, menyimp&o, membayarkan, menatausahakan penggunaan

uang untuk kepenting€rn P2Tp2A;
b. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang kepada Ketua;

Pasal 12

(1) Bidang-bidang dalam P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf h sebagai berikut :
a. Bidang Advokasi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :

l. merencanakan program dan kegiatan;
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2. melaksanakan pen5ruluhan;
3. menyelenggarakan kehumasan;
4. menyelenggarakan pendidikan dan latihan; dan
5. membantu dalam penyediaan data dan informasi tentang

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
b. Bidang Pendampingan dan Layanan mempunyai tugas :

1. memberikan layanan pengaduan;
2. menangani penyelesaian perrnasalahan korban tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak;
3. memberikan pelayanan kesehatan (medis dan medikolegal) di

rumah sakit/ puskesmas;
4. menyiapkan administrasi rujukan f keterangan pembebasan biaya

visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
5. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial/layanan psikososial dan

bimbingan rohani (konseling);
6. mengupayakan pemberian perlindungan terhadap perempuan dan

anak akibat korban kekerasan serta pemberdayaannya;
7. memberikan bantuan hukum;
8. mengupayakan pemulangan dan reintegrasi sosial ;

c. Bidang Pemberdayaan korban mempunyai tugas :
1. memberikan pelatihan kemandirian bagi perempuan dan anak

korban kekerasan;
2. memberikan penguatan korban baik dari aspek psikologis, spiritual,

intelektual maupun ekonomis;
d. Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

l. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi
dalam penanganan korban secara terpadu;

2. melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan;

3. memberikan pelayanan sesuai dengan tugasnya masing-masing;
4. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan

pengembangan P2TP2A; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang-bidang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

(3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, P2TP2A menyusun
Prosedur Standar Operasional yang ditandatangani oleh Ketua.

Pasal 13

Koordinator Teknis mempunyai tugas membantu Ketua dalam
mengoordinasikan upaya pemulihan, perlindungan dan pemberdayaan
perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 14

Untuk menunjang pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentuk Sekretariat
yang dipimpin oleh sekretaris.
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BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 15

(1) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud phda Pasal 6 ayat (1)
terdiri :
a. Unsur Pemerintah;
b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
d. Lembaga penunjang (sosial, keagama€Ln, bantuan hukum dan

konseling);
(21 Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, P2TP2A bekerja sama secara sinergi dengan BPPKB dan instansi
teknis terkait, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang
peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan sistim
jejaring.

(21 Dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
P2TP2A melakukan koordinasi dibidang layanan terpadu baik dalam
wilayah Kabupaten maupun luar Kabupaten.

BAB VIII
MASA BTIAITTI

Pasal 17

(1) Masa bhakti anggotaP2TP2A selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan
evaluasi setiap tahun yang dipimpin oleh Ketua.

(21 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
a. menilai kineda anggota;
b. penyusunan kembali komposisi susunan keanggotaan

BAB f,K
BIAYA

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

hsal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal 20

pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor

lgg .45 I 1324 lHKl416-0 12l2oas tentang Pembentukan Fusat Pelayanan

Terpadu perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku 
pasal 21

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t^anggal diundangkan-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Birpati ini dengan p".r.*patannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 J\tts\ Lct tL

BUPATI IUOr'OI(EBto,

MUSTOF

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 19 r.:h-I i lo tz-
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LAMPIRAN PERATURAN
NOMOR
TANGGAL

BUPATI MOJOKERTO
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAIT TERPADU
PELIBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2AI

BUPATI MOJOKERTO,

Pelindung

Penanggung Jawab

Koordinator Teknrs

Wakil Ketua

Bid. Monitoring
& Evaluasi

Bid. Advokasi
lnformasi &
Komunikasi

Bid.
Pendampingan
dan Layanan

Sekretaris

MUSTOF
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NOMOR
TANGGAL

e:-a 3-. z a arl-tt -tIa.-za z -9

.LB Th<Hrg .)€\?_

lc) Jusr r -Lo lL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYAITAN TERPADU
PEMBERDAYAATI PEREMPUAn DArr AilAK (P2TP2A]

BUPATI MOJOKERTO,

Penanggung Jawab

Koordinator Teknrs

Wakil Ketua

Bid.
Pemberdayaan
Korban

Bid. Monitoring
& Evaluasi

Bid. Advokasi
lnformasi &
Komunikasi

Bid.
Pendampingan
dan Lavanan

MUSTOF


